
81 
 

BAB V 

Kesimpulan 

 

Mengacu kepada perumusan masalah yaitu “Apakah manfaat nasionalisasi 

perusahaan multinasional PT. Inalum dari investor Jepang bagi Indonesia?” 

maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisasi PT. Inalum dari pihak Jepang 

memiliki dampak yang cukup menguntungkan Pemerintah Indonesia. Meski 

masih ada beberapa faktor yang masih belum dapat dikaji dikarenakan PT. Inalum 

masih berada dalam masa transisi, perkembangan Inalum sebagai BUMN dapat 

dikatakan memberikan hasil yang memuaskan. 

Mengingat PT. Inalum dinasionalisasi pada tahun 2013 dan masih berada di 

dalam masa transisi selama 5 tahun, semenjak PT. Inalum diambil alih oleh 

Pemerintah Indonesia telah terlihat memiliki potensi yang menjanjikan. Hal ini 

dapat dilihat dari peran PT. Inalum yang kemudian menjadi perusahaan holding 

dan bercabang dari perusahaan tambang aluminium menjadi perusahaan yang juga 

menjalankan pembangkit listrik tenaga air yang bersumber dari Sungai Asahan di 

wilayah Sumatera Utara. Pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh PT. Inalum 

pun berkembang  dari mulanya listrik yang dihasilkan untuk keberlangsungan 

smelter perusahaan menjadi listrik yang didistribusikan untuk kepentingan 

masyarakat umum khususnya masyarakat wilayah Sumatera Utara.  

Alasan lain yang menggambarkan keberhasilan nasionalisasi PT. Inalum 

adalah performa perusahaan yang meningkat setahun pertama setelah di 

nasionalisasi  dan mandiri milik Pemerintah Indonesia. Setelah dinasionalisasi 
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oleh Pemerintah Indonesia, PT. Inalum terbukti menjadi kontributor dalam 

peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara hingga sebesar 10 miliar rupiah. 

Selain itu, Inalum juga menjadi salah satu BUMN penghasil aluminium terbesar 

di Indonesia. Hal ini menyebabkan persediaan aluminium Indonesia yang 

meningkat karena seluruh hasil produksi aluminium yang dihasilkan oleh PT. 

Inalum yang awalnya dikirim ke Jepang masuk ke persediaan aluminium 

Indonesia. Dengan naiknya persediaan aluminium dalam negeri, untuk memenuhi 

kebutuhan aluminium dalam negeri, Pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan 

persediaan yang ada dan tidak lagi mengekspor aluminium sebanyak tahun-tahun 

sebelumnya sebelum PT. Inalum di nasionalisasi. Melihat kondisi ini, dapat 

disimpulkan bahwa setelah dinasionalisasi, perkembangan Inalum dilihat 

menjanjikan bagi perekonomian Indonesia baik daerah maupun perekonomian 

Indonesia secara keseluruhan. 

Keberhasilan nasionalisasi PT. Inalum juga dapat dilihat dari faktor 

perubahan status Inalum yang langsung dijadikan BUMN mandiri dan bukan anak 

BUMN pertambangan lainnya. Sebagai perusahaan holding, Inalum memegang 

peran penting dalam berkecimpung di industri pertambangan Indonesia. 

Dikarenakan signifikansi perannya, Inalum yang bergerak di bidang 

pertambangan ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk memimpin kerja sama 

untuk mengambil alih 51% saham Freeport. Kesuksesan nasionalisasi Inalum 

dianggap dapat dijadikan contoh untuk pengambilalihan saham Freeport. PT. 

Inalum yang bekerja sama dengan BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Papua 

dan Pemerintah Kabupaten Mimika diberikan komitmen pendanaan oleh 
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Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih saham yang akhirnya akan 

dikonversi menjadi saham Freeport milik Pemerintah Indonesia. Dapat dikatakan 

bahwa Inalum memegang peran penting yang dipercayakan oleh Pemerintah 

Indonesia untuk memimpin kerja sama dalam hal mekanisme pengambilalihan 

Freeport yang akan mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. 

Setelah meninjau dan mengkaji dari berbagai data-data yang sudah disajikan 

dalam tulisan ilmiah diatas maka dapat disimpulkan keputusan Pemerintah 

Indonesia untuk melakukan nasionalisasi terhadap PT. Inalum yang sebelumnya 

dimiliki oleh konsorsium Jepang merupakan keputusan yang dapat dikatakan 

berhasil dan sesuai dengan tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat Indonesia dari pendapatan negara yang didapatkan dari lini bisnis PT. 

Inalum sebagai perusahaan tambang aluminium dan juga dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri.  

Keberhasilan nasionalisasi ini juga dapat ditinjau dari manfaat yang diberikan 

oleh PT. Inalum berupa pembangkit listrik tenaga air yang sekarang dapat 

dimanfaatkan untuk penyediaan listrik bagi PLN yang kemudian disalurkan untuk 

masyarakat terutama di sekitar sungai Asahan dan juga secara tidak langsung 

menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat disekitar sungai Asahan. 
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